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KATA PENGANTAR

Puji  syukur  senantiasa  kita  panjatkan  ke  hadirat  Tuhan Yang  Maha Esa,  atas

limpahan  rahmat  dan  bimbingan-Nya  sehingga  Laporan  Penyelenggaraan  Forum

Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka sosialisasi standar pelayanan, pelayanan

Cathlab, serta inovasi Malabbi (Manajemen Layanan Ibu dan Bayi) RSUD Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada  Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyelenggaraan  Forum  Konsultasi  Publik  di  Lingkungan  Unit  Penyelenggara

Pelayanan Publik,  yang menjadi  acuan dalam rangka evaluasi  bagi  penyelenggara

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada  kesempatan  ini,  kami  menyampaikan  apresiasi  dan  penghargaan  yang

setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dalam mendukung penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik

(FKP) Tahun 2025.

Kami  menyadari  sepenuhnya  bahwa  laporan  ini  masih  memiliki  berbagai

keterbatasan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif sangat

kami harapkan untuk penyempurnaan laporan pada masa mendatang.

Akhirnya, besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak, khususnya masyarakat sebagai pengguna layanan

Mamuju, 21 Agustus 2025

Direktur

RSUD Provinsi Sulawesi Barat

            ${ttd}

dr. Hj. Marintani Erna Dochri

NIP. 19720501 200012 1 006
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LAPORAN PENYELENGGARAAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

DALAM RANGKA SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN,

CATHLAB DAN INOVASI MALABBI

RSUD PROVINSI SULAWESI BARAT

RABU, 20 AGUSTUS2025

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang

kesehatan, merupakan salah satu prioritas penting dalam mewujudkan sistem

pelayanan  yang  adil,  transparan,  dan  akuntabel.  Upaya  ini  tidak  hanya

bergantung pada penyelenggara layanan, tetapi juga memerlukan peran serta

masyarakat sebagai pengguna atau penerima layanan kesehatan. Dengan

keterlibatan masyarakat,  sistem pelayanan publik  dapat  berkembang lebih

responsif sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Sebagai instansi pelayanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi, RSUD

Provinsi  Sulawesi  Barat  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan

pelayanan prima yang mudah diakses, cepat, dan profesional. Hal ini sejalan

dengan  tuntutan  masyarakat  terhadap  kualitas  layanan  kesehatan  yang

semakin  tinggi,  baik  dari  segi  fasilitas,  kecepatan  pelayanan,  maupun

profesionalitas tenaga kesehatan yang terlibat.

Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik

diwujudkan melalui keterlibatan dalam berbagai bentuk, seperti kerja sama,

pemenuhan hak dan kewajiban, serta peran aktif dalam perumusan hingga

evaluasi  kebijakan  pelayanan  publik.  Dengan  demikian,  masyarakat  tidak

hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra strategis

dalam mendukung perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam mewujudkan partisipasi tersebut, diperlukan koordinasi yang erat

antara  pemerintah  sebagai  penyelenggara  layanan  dengan  masyarakat

sebagai  pengguna.  Koordinasi  ini  berfungsi  untuk  menyatukan  persepsi,

menggali  aspirasi,  dan memastikan agar kebijakan yang dihasilkan benar-

benar  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  ekspektasi  masyarakat  terhadap

pelayanan kesehatan.

Salah  satu  wadah  yang  menjadi  sarana  komunikasi  dan  partisipasi

masyarakat adalah Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum ini dilaksanakan

sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan agar semakin

berkualitas  dan  adaptif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Kehadiran  FKP
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diharapkan mampu menjadi ruang dialog yang efektif antara penyelenggara

pelayanan dan masyarakat pengguna.

Pelaksanaan FKP oleh RSUD Provinsi Sulawesi Barat memiliki tujuan

utama untuk mengkomunikasikan sekaligus mendiskusikan berbagai aspek

pelayanan, baik yang telah berjalan maupun yang perlu ditingkatkan. Melalui

forum  ini,  rumah  sakit  dapat  menyampaikan  informasi  mengenai  standar

pelayanan,  pelayanan  unggulan  seperti  Cathlab,  serta  inovasi  pelayanan

kesehatan seperti Malabbi (Manajemen Layanan Ibu dan Bayi).

Lebih jauh, FKP diselenggarakan dengan prinsip komunikasi dua arah,

sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan,

kritik, maupun saran secara langsung kepada penyelenggara layanan. Dengan

keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan mutu pelayanan rumah sakit dapat

semakin meningkat, dan pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang

lebih  besar  bagi  masyarakat  luas  sebagai  pengguna  layanan  kesehatan.

Pelaksanaan  kegiatan  ini  juga  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas,  yakni

Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi

Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan

Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik, yang menjadi landasan formal dalam penyelenggaraan FKP di RSUD

Provinsi Sulawesi Barat.

2. Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan

Pelaksanaan  Forum  Konsultasi  Publik  (FKP)  bertujuan  untuk

membangun  pemahaman bersama sekaligus  menemukan  solusi  antara

penyelenggara  pelayanan  dan  masyarakat.  Melalui  forum  ini,  berbagai

aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik  dapat

dibahas secara komprehensif, mulai dari perumusan rancangan kebijakan,

penerapan,  dampak  yang  ditimbulkan,  hingga  evaluasi  pelaksanaan

kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif,

tepat sasaran, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Secara khusus, FKP di RSUD Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2025

diselenggarakan sebagai wadah sosialisasi dan diskusi mengenai standar

pelayanan,  layanan  unggulan  Cathlab,  serta  inovasi  Malabbi

(Manajemen Layanan Ibu dan Bayi). Forum ini diharapkan dapat menjadi

sarana  komunikasi  dua  arah  yang  memberikan  ruang  bagi  masyarakat

untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun saran, sehingga tercipta

pelayanan kesehatan yang lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat
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b. Manfaat

1. Secara umum, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) memberikan

manfaat penting dalam menyelaraskan kapasitas penyelenggara layanan

dengan  harapan  masyarakat.  Melalui  forum  ini,  kebijakan  yang

ditetapkan  dapat  lebih  adaptif  terhadap  kebutuhan  publik  serta

meminimalkan  potensi  munculnya  kebijakan  yang  kurang  tepat  atau

berpotensi merugikan masyarakat.

2. Bagi  penyelenggara  pelayanan,  FKP  memiliki  sejumlah  manfaat

strategis, antara lain:

a. Menjadi  sarana  untuk  memperoleh  masukan  langsung  dari

masyarakat terhadap kebijakan yang sedang atau akan ditetapkan.

b. Memberikan  bahan  pertimbangan  yang  berharga  dalam  proses

perumusan maupun penyempurnaan kebijakan pelayanan publik.

c. Mendorong  keterlibatan  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan

dalam  memahami  berbagai  kebijakan  yang  ditetapkan,  sekaligus

mengedukasi  mereka  agar  berperan  aktif  dalam  pengawasan

pelaksanaan kebijakan.

d. Berfungsi  sebagai  instrumen  monitoring  dan  evaluasi  bagi

penyelenggara pelayanan untuk menilai efektivitas kebijakan dalam

meningkatkan kualitas layanan kepada publik.

3. Sementara itu, manfaat FKP bagi masyarakat sebagai pengguna layanan

antara lain:

a.  Menyediakan ruang partisipasi yang diakui dan dijamin oleh Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b. Memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  memperoleh

pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai kebijakan yang telah

atau akan ditetapkan oleh penyelenggara layanan.

c. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  mendukung

penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan

akuntabel.

Dengan demikian, pelaksanaan FKP di RSUD Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2025 dalam rangka sosialisasi standar pelayanan, pelayanan Cathlab,

serta inovasi Malabbi (Manajemen Layanan Ibu dan Bayi) diharapkan tidak

hanya  memperkuat  kualitas  layanan  kesehatan,  tetapi  juga  membangun

kolaborasi  yang  konstruktif  antara  penyelenggara  dan  masyarakat  demi

terwujudnya pelayanan publik yang optimal

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi  Publik  (FKP) di

RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 mencakup berbagai aspek yang
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menjadi fokus pembahasan dan masukan dari masyarakat serta pemangku

kepentingan terkait peningkatan mutu layanan rumah sakit. Beberapa ruang

lingkup utama yang menjadi perhatian dalam forum ini antara lain:

1. Profil  Rumah  Sakit,  yang  mencakup  gambaran  umum  mengenai  peran,

fungsi, serta kapasitas RSUD Provinsi Sulawesi Barat sebagai rumah sakit

rujukan provinsi.

2. Standar Pelayanan Rumah Sakit,  yang membahas ketentuan,  pedoman,

serta  indikator  pelayanan sebagai  acuan dalam penyelenggaraan layanan

yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Pelayanan Cathlab, sebagai salah satu layanan unggulan rumah sakit dalam

bidang  kardiovaskular  yang  membutuhkan  sosialisasi,  masukan,  serta

evaluasi dari masyarakat untuk peningkatan mutu pelayanan.

4. Inovasi  Malabbi (Manajemen  Layanan  Ibu  dan  Bayi),  yang  dihadirkan

sebagai bentuk terobosan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu

dan anak, sekaligus memperkuat komitmen rumah sakit dalam mendukung

program prioritas kesehatan daerah.

Dengan  ruang  lingkup  tersebut,  FKP  diharapkan  mampu  menjadi

sarana komunikasi dua arah antara rumah sakit dan masyarakat, sehingga

setiap kebijakan, program, maupun inovasi dapat terarah sesuai kebutuhan

pengguna layanan.

B. METODOLOGI DAN PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu : Rabu, 20 Agustus2025

b. Tempat : Ruang Pertemuan Lantai 3 RSUD Provinsi Sulawesi Barat

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara FKP : RSUD Provinsi Sulawesi Barat

b. PesertaFKP : 39 orang

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metodologi  pelaksanaan  Forum  Konsultasi  Publik  (FKP)  di  RSUD

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 dirancang secara sistematis agar mampu

menghasilkan masukan yang komprehensif, partisipatif, dan relevan dengan

kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa

tahapan, dengan mekanisme dan bentuk diskusi yang melibatkan berbagai

pemangku kepentingan.

a. Mekanisme Pelaksanaan: FKP dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi

dua arah antara pihak penyelenggara layanan dan masyarakat. Mekanisme ini

memungkinkan peserta forum untuk menyampaikan pandangan, kritik, saran,

maupun usulan secara langsung kepada manajemen rumah sakit.  Diskusi
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dilakukan  secara  terbuka  dan  interaktif,  dengan  memprioritaskan  prinsip

transparansi dan akuntabilitas.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan kegiatan FKP mencakup:

1. Persiapan,  meliputi  penyusunan agenda,  penentuan topik  pembahasan

(profil  rumah sakit,  standar pelayanan, pelayanan Cathlab, dan inovasi

Malabbi), serta penetapan peserta.

2. Pelaksanaan,  berupa  penyampaian  materi  oleh  narasumber  terkait

kebijakan dan layanan rumah sakit, dilanjutkan dengan diskusi kelompok

maupun pleno untuk menampung masukan peserta.

3. Tindak Lanjut, berupa pengolahan hasil diskusi, perumusan rekomendasi,

serta penyusunan laporan FKP yang menjadi bahan evaluasi dan dasar

perbaikan layanan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat.

c. Bentuk  Diskusi;  Forum  ini  dilaksanakan  dengan  kombinasi  metode

presentasi, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan sesi tanya

jawab.  Bentuk  diskusi  tersebut  dipilih  untuk  memaksimalkan  partisipasi

masyarakat  dan  memastikan  bahwa  setiap  masukan  dapat  terakomodasi

secara baik.

d. Peserta Kegiatan; Peserta FKP terdiri atas perwakilan masyarakat, organisasi

kemasyarakatan,  tokoh  masyarakat,  akademisi,  tenaga  kesehatan,  serta

pemangku kepentingan lainnya yang relevan. Kehadiran berbagai unsur ini

dimaksudkan  agar  forum  lebih  inklusif,  representatif,  dan  mampu

mencerminkan kebutuhan serta harapan publik secara luas.

Melalui  metodologi  ini,  FKP  diharapkan  dapat  menghasilkan  rekomendasi

yang  aplikatif,  memperkuat  sinergi  antara  penyelenggara  layanan  dan

masyarakat,  serta  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan

kesehatan, khususnya dalam implementasi standar pelayanan, optimalisasi

pelayanan Cathlab, dan pengembangan inovasi Malabbi.

4. Susunan Acara FKP

HARI /

TANGGAL

WAKTU

(WITA)
KEGIATAN KETERANGAN

Rabu, 20 

Agustus 

2025

08.30 - 09.00 Registrasi Peserta Tim Kerja

09.00 – 10.00 Pembukaan MC

Doa

Sambutan Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Sulawesi Barat (jika 

berhalangan, perwakilan)

Kadinkes
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Sambutan Direktur RSUD Provinsi 

Sulawesi Barat dan Membuka Acara
Direktur RSUD

Snack

10.00 - 10.30
Pemaparan Profil RS dan SP RSUD 

Provinsi Sulawesi Barat
Direktur RSUD

10.30 - 11.00
Pemaparan Pelayanan Cathlab 

RSUD Provinsi Sulawesi Barat

dr. Yusri Yusran 

SP.JP

11.00 – 11.20 Pemaparan Inovasi Malabbi Kabid.Pelayanan

11.20 – 12.00 Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Moderator

12.00 - 12.30
Pembuatan dan Penandatanganan 

Rekomendasi
Tim Kerja

12.30 - 12.45 Penutup Direktur RSUD

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Sebagai bagian dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di RSUD

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, dilakukan pemaparan mengenai  profil

rumah sakit dan standar pelayanan yang berlaku. Pemaparan ini menjadi

dasar dalam mengidentifikasi berbagai isu strategis, kendala operasional, serta

tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Melalui  diskusi  interaktif  dengan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan,

diperoleh sejumlah temuan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian

dan tindak lanjut dari pihak rumah sakit.

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa permasalahan yang teridentifikasi

adalah sebagai berikut:

a. Kinerja  sebagian  petugas  pelayanan  dinilai  masih  kurang  maksimal,

sehingga  perlu  adanya peningkatan  kedisiplinan,  profesionalisme,  serta

penguatan etika pelayanan.

b.  Layanan  Sisrute terkadang belum merespons dengan cepat, sehingga

menghambat kelancaran proses rujukan pasien ke rumah sakit rujukan lain.

c. Masih  terdapat  sarana  dan  prasarana rumah sakit  yang membutuhkan

perbaikan, antara lain kondisi dinding ruang perawatan, fasilitas toilet, serta

area parkir yang belum memadai.

d. Belum tersedianya petugas  BPJS yang standby secara penuh di rumah

sakit, sehingga menyulitkan pasien maupun keluarga dalam memperoleh

informasi dan konsultasi terkait prosedur atau persyaratan pelayanan BPJS.
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Hasil identifikasi masalah ini menjadi masukan penting untuk perbaikan

berkelanjutan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat. Dengan mengatasi berbagai

kendala tersebut,  diharapkan mutu pelayanan kesehatan dapat  ditingkatkan

secara signifikan,  sekaligus memperkuat  kepercayaan masyarakat  terhadap

rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan rujukan di tingkat provinsi.

2. Analisis

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di RSUD Provinsi Sulawesi

Barat Tahun 2025 menjadi sarana penting dalam menggali aspirasi, masukan,

serta keluhan masyarakat terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Melalui forum

ini,  diidentifikasi  sejumlah  permasalahan  yang  masih  dihadapi  dalam

penyelenggaraan layanan kesehatan. Permasalahan tersebut dianalisis untuk

mengetahui akar penyebab sekaligus merumuskan alternatif solusi perbaikan.

Berdasarkan  hasil  identifikasi,  beberapa  permasalahan  utama  yang  perlu

mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

a. Kinerja sebagian petugas pelayanan yang masih kurang maksimal.

Masyarakat  menilai  masih  terdapat  petugas  yang  belum  sepenuhnya

menunjukkan  profesionalisme  dalam  memberikan  pelayanan.  Hal  ini

tercermin dari sikap yang kurang konsisten dalam menerapkan prinsip 3S

(Salam,  Senyum,  Sapa),  kedisiplinan  yang  belum optimal,  serta  etika

pelayanan yang belum seragam. Kondisi  ini  dapat  menurunkan tingkat

kepuasan  pasien  dan  keluarga.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  langkah

peningkatan kapasitas melalui pelatihan service excellent, penguatan kode

etik pelayanan, serta pembinaan rutin untuk menanamkan sikap ramah,

tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

b. Layanan Sisrute yang belum responsif.

Sistem  Rujukan  Terintegrasi  (Sisrute)  memiliki  fungsi  penting  untuk

menjamin kelancaran proses rujukan pasien ke rumah sakit rujukan lain.

Namun,  keluhan  masyarakat  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat

keterlambatan respons dari petugas yang menangani  Sisrute. Kondisi ini

mengakibatkan keterlambatan pelayanan medis lanjutan dan menurunkan

kenyamanan pasien maupun keluarga. Solusi yang dapat dilakukan adalah

meningkatkan kedisiplinan petugas,  memperkuat  pengawasan terhadap

respons waktu, serta memberikan pelatihan teknis agar petugas lebih sigap

dan mampu melaksanakan prosedur sesuai standar operasional.

c. Sarana dan prasarana rumah sakit yang perlu perbaikan.

Hasil forum menunjukkan bahwa sebagian fasilitas fisik rumah sakit masih

memerlukan  perbaikan,  di  antaranya  kondisi  dinding  ruang  perawatan,

fasilitas  toilet,  serta  area  parkir  yang  belum memadai.  Kondisi  sarana

prasarana yang kurang optimal dapat memengaruhi kenyamanan pasien
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dan  keluarga  selama  menerima  layanan.  Sebagai  tindak  lanjut,  perlu

dilakukan  inventarisasi  menyeluruh  terhadap  fasilitas  rumah  sakit,

prioritisasi  perbaikan,  serta  pengalokasian  anggaran  secara  terencana

agar kualitas layanan kesehatan juga tercermin dari  kondisi  lingkungan

rumah sakit yang layak dan representatif.

d. Belum  tersedianya  petugas  BPJS  yang  standby  secara  penuh  di

rumah sakit.

Banyak  pasien  dan  keluarga  yang  masih  mengalami  kesulitan  dalam

memahami  prosedur  maupun  persyaratan  layanan  BPJS,  karena

keterbatasan akses informasi di rumah sakit. Tidak adanya petugas BPJS

yang hadir secara tetap menjadi kendala dalam proses administrasi dan

konsultasi layanan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya kerja sama yang

lebih erat dengan pihak BPJS agar menempatkan petugas khusus di RSUD

Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, penting untuk memperluas program

edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai prosedur layanan, hak dan

kewajiban peserta BPJS, serta jenis layanan yang ditanggung maupun

tidak ditanggung. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami

mekanisme pelayanan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman.

Secara  keseluruhan,  analisis  ini  menunjukkan  bahwa  tantangan

pelayanan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya terletak pada aspek

teknis, tetapi juga pada aspek perilaku petugas, ketepatan respons sistem,

kondisi fasilitas, serta ketersediaan informasi bagi pasien. Dengan melakukan

perbaikan  pada  keempat  aspek  tersebut,  rumah sakit  diharapkan  mampu

meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta

mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi

pada kebutuhan pasien.

3. Rencana Aksi

No
Identifikasi

Masalah

Usulan /

Rekomendasi

Perbaikan

Rencana Aksi

Pihak

Penanggung

Jawab

Jangka Waktu

Penyelesaian

1 SDM

Peningkatan 

kompetensi dan

profesionalisme

SDM RS

- Melaksanakan pelatihan 

berkala sesuai bidang kerja.

- Menerapkan standar 

pelayanan (5S: Senyum, 

Salam, Sapa, Sopan, 

Santun).

Kasubid Bina 

Diklat 

Keperawatan, 

Kabid 

Pelayanan

1 Tahun

2
Sarana 

Pengaduan

Penyediaan 

kotak saran di 

semua unit 

- Menyediakan kotak saran 

fisik di setiap unit layanan.

- Menyediakan kanal 

Kasubid 

Pemasaran & 
1 Tahun
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No
Identifikasi

Masalah

Usulan /

Rekomendasi

Perbaikan

Rencana Aksi

Pihak

Penanggung

Jawab

Jangka Waktu

Penyelesaian

pelayanan

pengaduan digital (website).

- Membentuk tim pengelola 

pengaduan untuk 

menindaklanjuti masukan 

secara cepat dan tepat.

Informasi

3
Pengadaan

Kotak Amal

Penyediaan 

kotak amal

- Menyediakan kotak amal 

di area rumah sakit.

- Membentuk tim pengelola 

dana amal yang transparan 

dan akuntabel.

- Melaporkan hasil dan 

pemanfaatan kotak amal 

secara berkala kepada 

manajemen dan 

masyarakat..

Kasubid. 

Keuangan, Tim

Pengelola 

Dana Sosial

1 Tahun

4
Percepatan

Pelayanan

Optimalisasi 

layanan 

Sisrute

- Menyiapkan petugas 

khusus yang bertanggung 

jawab atas operasional 

Sisrute 24 jam.

 - Melaksanakan pelatihan 

teknis penggunaan aplikasi 

Sisrute.

 - Memperkuat koordinasi 

dengan rumah sakit rujukan 

lain.

Kabid. 

Pelayanan, 

Penanggungja

wab Rawat 

Inap & IGD, 

Tim IT Rumah 

Sakit

1 Tahun

5
Ruang 

BPJS

Penyediaan 

public service 

BPJS di RS

- Menyediakan ruang 

layanan BPJS di rumah 

sakit.

- Menugaskan petugas 

BPJS yang standby setiap 

hari kerja.

- Menyelenggarakan 

sosialisasi dan edukasi 

prosedur layanan BPJS 

kepada pasien dan 

keluarga.

Kasubid Umum

& RT, Kepala 

Bidang 

Pelayanan, 

BPJS 

Cab.Mamuju

1 Tahun

D. PENUTUP
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Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di RSUD Provinsi Sulawesi Barat

Tahun  2025  memberikan  gambaran  nyata  mengenai  kondisi  pelayanan

kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.  Forum ini  tidak hanya

menjadi sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga ruang dialog konstruktif antara

penyelenggara  layanan  dan  penerima  layanan.  Hasil  analisis  dari  FKP  ini

kemudian  dituangkan  dalam  sejumlah  rekomendasi  yang  diharapkan  dapat

menjadi pedoman perbaikan sekaligus dasar pengambilan keputusan strategis

bagi manajemen rumah sakit.

Berdasarkan  hasil  diskusi,  masukan,  dan  analisis  yang  telah  dilakukan,

rekomendasi yang disepakati antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan agar sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.

2. Petugas pelayanan perlu menerapkan prinsip 5S (Senyum, Salam, Sapa,

Sopan, dan Santun) secara konsisten, sehingga tercipta suasana ramah,

nyaman, dan humanis bagi pasien dan keluarga.

3. Setiap  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  harus  segera

ditindaklanjuti dengan langkah responsif dan tepat sasaran, sesuai dengan

harapan pengguna layanan.

4. Forum Konsultasi  Publik  ini  dapat  dijadikan  rujukan  dalam penetapan

kebijakan  internal  rumah  sakit,  karena  memuat  berbagai  masukan

langsung  dari  masyarakat  yang  relevan  dengan  peningkatan  mutu

layanan.

5. Rencana aksi yang disusun melalui FKP diharapkan mampu mendukung

tercapainya  pelayanan  kesehatan  secara  paripurna,  terintegrasi,  dan

berkesinambungan.

6. Partisipasi  aktif  masyarakat  serta  dukungan  dari  seluruh  pemangku

kepentingan sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus

diselenggarakan secara berkelanjutan.

7. Optimalisasi  sistem informasi  rumah  sakit  (SIMRS)  untuk  mendukung

pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

8. Penguatan koordinasi  dengan BPJS Kesehatan agar  terdapat  petugas

khusus yang selalu tersedia di rumah sakit guna memberikan informasi

dan pendampingan bagi pasien serta keluarga.

9. Penyusunan program edukasi  kesehatan secara rutin bagi  pasien dan

keluarga,  mencakup  hak  dan  kewajiban  pengguna  layanan,  prosedur

rujukan, serta promosi kesehatan preventif.

10.Penyediaan  sarana  prasarana  yang  memadai  dan  berorientasi  pada

kenyamanan pasien, termasuk perawatan ruang rawat inap, toilet, serta

area parkir.
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Dengan  adanya  rekomendasi-rekomendasi  tersebut,  diharapkan  RSUD

Provinsi Sulawesi Barat dapat terus meningkatkan mutu layanan, memperkuat

citra  sebagai  rumah  sakit  rujukan  yang  profesional,  serta  menumbuhkan

kepercayaan masyarakat. Forum Konsultasi Publik ini hendaknya dipandang

sebagai proses berkelanjutan dalam upaya membangun pelayanan kesehatan

yang lebih baik, berkeadilan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
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LAMPIRAN I

Berita Acara
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LAMPIRAN II

Salinan Daftar

Hadir
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LAMPIRAN V

Hasil Tindak

Lanjut FKP Tahun

Sebelumnya
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